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ABSTRAK

Keberadaan anak angkat di tengah masyarakat yadagukin oleh
keluarga tertentu, nampaknya menjadi fenomeng yarkup menarik untuk
dapat diperbincangkan dalam khasanah keilmuan stew& Anak merupakan
amanat dari Tuhan yang maha kuasa, yang diberdgiandapat dipelihara secara
lahir dan bathin oleh keluarga. Seorang anak mertayadk hidup dengan segala
kebutuhan yang diusahakan oleh kedua orang tudukgn karena memang
sudah menjadi tanggungjawabnya. Namun demikisagdan tersebut sering kali
tidaklah dapat dirasakan oleh beberapa anak yanggkin karena salah satu
atau kedua orang tuanya telah tiada. Kemungkinanmanimbulkan keadaan
hidup si anak tidak lagi selayak anak yang laimgyamasih mempunyai orang
tua kandung. Keadaan seperti ini, dapat pula aderdengan adanya
kemungkinan karena kedua orang tua kandung menidag tmampu secara
ekonomi membiayai hidup si anak. Beberapa sebain dapat pula terjadi,
sehingga oleh keluarga lain si anak kemudian diaontuk dijadikan anak
angkat. Pengangkatan anak oleh keluarga terterda pethirnya mempunyai
akibat-akibat yang mungkin terjadi di kemudian h#&eberadaan anak angkat
dalam keluarga memungkinkan adanya ikatan emosi@ara tinggi, yang tidak
lagi memisahkan satu dengan yang lain. Sehunggl peaatnya anak angkat
dapat diperhitungkan sebagai orang yang berhakdapatkan harta orang tua
angkat setelah meninggal. Inilah akibat yang dimdkerjadi di kemudian hari.
Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitianbatiwa keberadaan anak
angkat tersebut di atas mempunyai kedudukan tephbdea warisan. Menurut
hukum, KHI yang notabenenya sebagai hukum teryalngy diberlakukan sebagai
pedoman khusus bagi umat Islam dalam menyelesakgala permasalahan
hukum termasuk mengenai kedudukan anak angkabteérqeada pasal 209 KHI
menjelaskan bahwa anak angkat berhak menerima twasijgah sebanyak-
banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua andgalttersebut di atas, menjadi
permasalahan yang perlu dijawab secara jelas manjieBagaimana kedudukan
anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam ? 2. Bagaa Kedudukan Anak
Angkat terhadap Harta Warisan dalam KHI ? 3. BagasnKedudukan Anak
Angkat Dan Orang Tua Angkat Terhadap Harta Warmeanurut Hukum Islam.
Jika melihat dari mana harta yang diberikan kepauak angkat, serta jumlah
yang diberikan menurut KHI, maka kiranya pernesan ini dapat ditelusuri
secara terperinci dengan mencari hakikat yangat@md untuk mejawabnya.
Sehingga, untuk mencapai tujuan tersebut yaituemekan jawaban atas
permasalahan yang ada dalam penelitian ini, pemyuaselakukan pendekatan
secara filosofis dengan mengungkapkan beberapa keadilan hukum baik
dalam KHI. Di dalam hukum Islam terdapat asas kaaddlan keseimbangan.
Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditaveavar karena hanya dengan
keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manuseseiinbangan, keserasian dan



keselarasan sikap dan tingkah laku manusia yangphablam masyarakat,
terjelma dalam bentuk nilai-nilai, hak-hak dan kpan-kewajiban. Asas
keadilan dan keseimbangan, mengandung arti bahwes lsnantiasa terdapat
keseimbangan antara hak dan kewajiban; antara &a§ giperoleh seseorang
dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Keadilaalam KHI menjadi titik
yang terakhir untuk mendapatkan hakikat yang tardamengenai kedudukan
anak angkat terhadap harta warisan seperti dalammagalahannya. Dengan
demikian, penelitian ini akan mampu menjawab peataasin secara jelas tanpa
adanya ketimpangan.



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak angkat adalah bagian dari segala tumpuhamal@pan kedua orang
tua (ayah dan ibu) sebagai penerus hidup. Mempuaryak merupakan tujuan
dari adanya perkawinan untuk menyambung keturumata kelestarian harta
kekayaan. Mempunyai anak adalah kebanggaan dalammarga. Namun,
demikian tujuan tersebut terkadang tidak dapatapaicsesuai dengan harapan.
Beberapa pasangan hidup, tidaklah sedikit dari kaemaengalami kesulitan
dalam memperoleh keturunan. Sedang keinginan umhgmpunyai anak
nampaknya begitu besar. sehingga kemudian di amtemekapun ada yang
mengangkat anak.

Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertidn; ya

pertama,pengangkatan anak dalam arti luas. Ini menimbulkaloungan nasab
sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antata semdiri terhadap orang

tua sendiri.

kedua,ialah pengangkatan anak dalam arti terbatas. yp&ngangkatan anak
orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungéara anak yang diangkat dan

orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada gamsnsial saja.

Di Indonesia, ada tiga sistem hukum yang berlakum daengatur
permasalahan tentang pengangkatan anak. Ketigansigtkum itu adalah hukum

Islam, hukum Adat dan hukum Barat. Untuk semenpmm@bahasan mengenai

! Soeroso RPerbandingan Hukum Perdateet. ke- 4 ( Jakart: Sinar Grafika,2001), him.
176



hukum Barat dan hukum Adat tidak kami sebutkan idi, snelainkan lebih
dikonsentrasikan terhadap hukum Islam di Indonesia.

Hukum Islam sebagai satu pranata sosial memilikifdngsi;
pertama,sebagai kontrol sosial dan
kedua,sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial.

Jika yang pertama hukum Islam ditempatkan selidgeiprintataucetak
biru Tuhan yang selain sebagai kontrol juga sekalighagasocial engineering
terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakaenBsa yang kedua, hukum
lebih merupakan produk sejarah yang dalam batasbtdrtentu diletakkan
sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubaharalsdsidaya, dan politik. Oleh
karena itu, dalam konteks ini, hukum Islam ditunakomodatif terhadap
persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsipamigs. Sebab kalau tidak,
besar kemungkinan hukum Islam akan mengal&emandulan fungsiatau
meminjam istilah Abdurrahman Wahidosiliasi, bagi kepentingan umat. Karena
itu apabila para pemikir hukum tidak memiliki keggopan atau keberanian
untuk mereformulasi dan mengantisipasi setiap pdéasoyang muncul dalam
masyarakat dan mencari penyelesaian hukumnya, rhakam Islam akan
kehilangan aktualitasnya. Sehingga kemudian, selragdisasi dari semua itu
dipandang perlu untuk diadakan pembaharuan HukulaimIIsseperti telah

diwujudkan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam adigkenal KHI.

KHI Sesuai Inpres no.l1 Tahun 1991 sebagaimanaatd¢uin dalam

dictummya adalah perintah kepada Menteri Agama untuk efgamjuaskan



Kompilasi Hukum Islanf. Tujuannya ialah untuk digunakan oleh Instansi

pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

Sementara itu, hukum adat atas kedudukannya dakanmakum nasional
Indonesia merupakan hukum tidak tertulis yang Berlasepanjang tidak
menghambat terbentuknya masyarakat sosialis Intoies menjadi pengatur-
pengatur hidup bermasyarakatDi dalam hukum adat terdapat peraturan-
peraturan hukum yang mengatur tentang berbagailamasarmasuk mengenai
pengangkatan anak.

Anak angkat, di dalam hukum adat diartikan sebagaiu ikatan sosial
yang sama dengan ikatan kewangsaan biofogizak angkat dalam hukum adat
mendapat kedudukan yang hampir sama dengan andkisgaitu dalam hal
kewarisan dan perkawinan. Namun sebaliknya, dalarkurh Islam tidak
demikian. Hukum Islam secara tegas melarang adpeggangkatan anak yang
mengakibatkan hubungan nasab antara anak angkgdardenang tua angkat dan

tidak pula menyebabkan hak waris. Hal ini diteraarglalam firman Allah SWT.
5 Jmeall (5398 5 Bl J ok Al g S gl a<l 6B ASID aSpliy) aSplieal Jralag
6,a%3l) g4 5 (aall (B A%l 938 ad e L) galal Al (b Ablric Janidl gb agilY Ak sl

7. Ol A 481 Jgaa ) 05 a5 Cpadaflghiana (lSla

2 Marzuki Wahid dan Rumadiigh Madzhab Negara, Kritik atas Hukum Islam di
Indonesiagcet. ke-1, (Yogyakarta:KlS, 2001), him. 165.

® Soerojo WignjodipoeroPengantar dan Asas-asas Hukum Adagkarta: PT. Gunung
Agung, 1995), him. 64-65

“ Iman SudiyatHukum Adat Sketsa Asa=t. ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 1981), him. 12.

5 Al-Ahzab (33): 4.

% Al-Ahzab (33): 5.



Akan tetapi, berkaitan dengan permasalahan dalamelipan ini, bahwa
pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara déwasi yang berbeda -beda,
sejalan dengan sistem hukum dan perasaan hukumhyadung serta berkembang

di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kenyataan tersebut dapat dilihat antara lain dd{&ihdisebutkan bahwa
anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaak hidupnya sehari-hari,
biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungljadari orang tua asal
kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusamdiiamg Pengangkatan anak
yang dimaksud bertujuan untuk menolong atau sekedangankan beban hidup
bagi orang tua kandung. Sedang, pengangkatan agalsg¢ring dilakukan dengan
tujuan untuk meneruskan keturunan bilamana dalaatusperkawinan tidak
memperoleh keturunan. Ada pula yang bertujuan sebpgncingan, dengan
mengangkat anak, keluarga tersebut akan dikarwamak kandung sendiri.
Disamping itu ada yang disebabkan oleh rasa bela$h&n terhadap anak yang
menjadi yatim piatu atau disebabkan oleh keadaamgoituanya yang tidak
mampu untuk memberi nafkah. Keadaan demikian, kemuberlanjut pada
permasalahan mengenai pemeliharaan harta kekapasta (varisan) baik dari
orang tua angkat maupun orang tua asal (kandungjlar§y cara untuk
meneruskan pemeliharaan harta kekayaan inipun ddpakukan melalui

berbagai jalur sesuai dengan tujuan semula.

Hal-hal tersebut di atas, membuat penyusun ingeilihat lebih jauh

makna filosofis yang terkandung dari adanya perkm@ag anak yang karena

" Al-Ahzab (33): 40



keberadaannya, dalam Kompilasi Hukum Islam memhberikak kepada anak

angkat untuk mendapatkan harta dari orang tua &angka

Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakuuk bisa dijadikan
dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokokrd&kwarisan Islam adalah
hubungan darah / nasab / keturufabengan kata lain bahwa peristiwa
pegangkatan anak menurut hukum kawarisan Islarak ttdembawa pengaruh
hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukarupakan anak sendiri,
tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah megigenanak tersebut. Hal ini,
tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian lpabi dalam hal warisan
tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikar@makenurut hukum Islam,
anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagiaa tentisan dari orang tua
angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Komphhagium Islam adalah
dengan jalan pemberian “Wasiat Wajibah” sebanyaklenya 1/3 (sepertiga)
harta warisan orang tua angkatnya. Sebagaimartadeltur di dalam Kompilasi
Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi : “Teéapaanak angkat yang tidak
menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebabgalyaknya 1/3 dari harta
warisan orang tua angkatnya”. Permasalahan pengtaglanak dan pembagian
harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam tersethatas menarik bagi
penulis untuk membahasnya.

Menurut ketentuan umum dalam kompilasi Hukum IsRasal 171 bahwa

anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaak hidupnya sehari-hari,

8 Hilman HadikusumaHukum Waris AdatCitra Aditya Bakti. Bandung.1990.



biaya pendidikan dan sebagainya beralih tangguradjaya dari orang tua asal
kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusanagilmy Atas dasar
pengertian tersebut jelaslah bahwa yang dilarangumié Hukum Islam adalah
pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam degjal®ari sini terlihat
adanya titik persilangan menurut ketentuan hukuat, aéing menghilangkan atau
memutuskan kedudukan anak angkat dengan orangandukgnya sendiri. Hal
ini bersifat prinsip dalam lembaga Adopsi karenaargeé ketentuan yang
menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat medokgtentuan-ketentuan
mengenai waris. Berdasarkan uraian tersebut diam@ka sudah selayaknya
apabila ada suatu cara untuk menjembatani masakih angkat, sehingga anak
angkat dapat dipelihara dengan baik dan dapatrerjmasa depannya khususnya
yang berkaitan dengan bagian waris anak angkat lyarsgngkutan.

Dengan demikian, adopsi yang dilarang menuntutnkeée dalam hukum
Islam adalah seperti dalam pengertian aslinya, iyademurut versi Hukum barat
yaitu mengangkat anak secara mutlak. Dalam hahdalah, memasukkan anak
yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalelmakganya yang tidak ada
pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak seselrerti hak menerima warisan
sepeninggalnya dan larangan kawin dengan keluaagaBgrpijak dari uraian
diatas maka peneliti mengambil judul: STATUS ANAKN&KAT DALAM

KEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

B. Perumusan Masalah

® Kompilasi Hukum Islam



Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dkedano, maka
permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut;
1. Bagaimana kedudukan anak angkat menurut Kompilasum Islam ?
2. Bagaimana Kedudukan Anak Angkat terhadap Hadasan dalam KHi

3. Bagaimana&edudukan Anak Angkat Dan Orang Tua Angkat TerhaHapta

Warisan menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat menuarnhgllasi Hukum
Islam.

2. Untuk mengetahiiedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan dddéth

3. Untuk mengetahu{edudukan Anak Angkat Dan Orang Tua Angkat Terhadap

Harta Warisan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi atau pengetahuan tentakigahgemberian
harta terhadap anak angkat dalam KHI.

2. Sebagai bahan referensi bagi siapa saja yang imgmpelajari lebih
dalam permasalahan yang berkaitan dengan anak tadgkakewarisan
seperti tersebut di atas.

Semoga dengan penulisan ini ada inti sari yapatdiambil dan berguna
bagi para pihak dalam melakukan pengangkatan arefilun pengadilan, dan

para penegak hukum dapat melakukan tugas masinggnaserta menjadi



rangsangan bagi penulis dan peneliti lainnya untekeliti secara lebih luas dan

mendalam dalam mengembangkan penelitian ini.
E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum norimddengan jenis
penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan kaid&u anorma hukum yang
ada, mengenai kedudukan anak angkat terhadap warisan dalam Kompilasi
Hukum Islam. Sedang untuk mendapatkan data atatmiaki tentang kedudukan
anak angkat terhadap harta warisan ini, maka keanudiiadakanLibrary
Research,sehingga penelitian inipun dinamakan penelitiarstga. Yaitu
penelitian dengan meneliti data yang ada di peapasin yang berkenaan dengan
pembahasan ini, data tersebut diambil dari bahaneprdan bahan skund®r.
bahan primer tersebut, antara lain: buku-buku teptaukum islam dan KHI,
makalah tentang anak angkat, dan penelitian mengea& angkat. Sedang yang
termasuk bahan sekunder, adalah: kamus dan bisfiog
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Denggifat tersebut, maka pada
penelitian ini akan digambarkan bagaimana keberadm@ak angkat dalam
keluarga berkaitan dengan kedudukannya terhadapa haarisan menurut
Kompilasi Hukum Islam. Gambaran tersebut akan ni&sifjan bagaimana anak

angkat dapat memperoleh harta warisan dari oramgrigkat.

19 Sperjono Soekanto dan Sri mamuBgnelitian Normatif, Suatu tinjauan singkat,
(Jakarta: CV. Rajawali, t.t), him. 34-35.



3. Pendekatan
Untuk memahami peraturan hukum mengenai kedudukak angkat
terhadap harta warisan dalam Kompilasi Hukum IsIBenyusun menggunakan
pendekatan filosofis. Dengan pendekatan ini, dfi@@a Penyusun akan
menemukan beberapa tujuan pemberian harta tertzaddpangkat dari orang tua
angkat, prinsip keadilan hukum yang ada dalam KésapiHukum Islam.
Sehingga ditemukan hakikat terdalam atas pembehiak perolehan harta
terhadap anak angkat tersebut.
4. Pengumpulan data
Karena penelitian ini merupakan penelitidorary risearch, maka dalam
pengumpulan datanya menggunakan metode dokumeBtasgan metode ini,
Penyusun akan menelaah berbagai literatur atau-lbwiku yang isinya membahas
tentang kedudukan anak angkat terhadap harta wabsas#a dalam hukum islam
khususnya yang berlaku dalam KHI.
5. Analisis data
Setelah Penyusun memperoleh data, maka data-dextsebut
diolah/dianalisa untuk diperiksa kembali validiZsta dan sekaligus melakukan
kritik sumber dengan metode komparatif, yaitu merpgedingkan antara dua
sistem hukum tentang pemberian harta terhadap amgkat. Selanjutnya
dilakukan penafsiran terhadap makna kata-kata damét-kalimat tersebut
kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yangik@ian dilaporkan secara

deskriptif.

F. Sistematika Penulisan



Penelitian ini disusun dengan mengunakan uraiatensétika sehingga
mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan jelaslmmannya terhadap
permasalahan yang diteliti, adapun sistematika Igamu hasil penelitiann ini
adalah:

Bab | Pendahuluan yang meliputi: latar belakang ata#s perumusan
masalah, tujuan peneliti, manfaat penelitian, ©etopenelitian. dan
sistematika penulisan.

Bab Il Tinjauan Pustaka membahas mengenai konsegekoserta teori-
teori yang mendukung pemecahan masalah dalam toemeéti.

Bab Il Berisi tentang pembahasan mengenai anakaardpn kewarisan
berdasarkan KHI.

Bab IV Kesimpulan dan saran yaitu berupa kesimpulan saran-saran
yang diberikan oleh penulis.

Bagian akhir skripsi yaitu berupa daftar pustaka



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagatelah diuraikan pada

bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik suatu sinmpykakni sebagai berikut :

1.

3.

a

b

o

S

Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Isladalah tetap
sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pemgadidagan tidak
memutuskan hubungan nasab / darah dengan orangkandungnya,
dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut KasipHukum Islam
adalah merupakan manifestasi keimanan yang membasiakemanusiaan
yang terwujud dalam bentuk memelihara orang labagai anak dan bersifat
pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuban
perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuanny

KHI tidak mengakui adanya kedudukan anak angkétatlap harta warisan
dari orang tua angkat. Artinya anak angkat tidaihble atas harta warisan
orang tua angkat. Akan tetapi, dalam pasal 209 Ktéhjelaskan bahwa
keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wegidadnyak-banyaknya
1/3 dari harta warisan orang tua angkat.

Ketentuan Hukum Islam, yakni :

. Tidak memutuskan hubungan darah antara anaka@mghgan orang tua

kandung.

. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaais orang tua angkat,
melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tualegid/a.

. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagéimnkah dalam perkawinan
terhadap anak angkatnya.

B. Saran-saran
1. Hendaknya bagi orang yang akan mengangkat atedukian secara resmi
ampai pada tingkat Pengadilan agar kedudukan ameRjadi jelas dan



pengangkatan anak jangan semata karena alasanpiogla keturunan, tetapi
hendaknya didasari dengan rasa kasih sayang sertabamtu terwujudnya
kesejahteraan anak.

2. Hendaknya masyarakat yang ingin mengangkat selaéiiknya memahami
prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengarnugetdrukum Islam.

3. Pemerintah dalam hal ini hendaknya lebih menraggékan Kompilasi
Hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan pelkgteny anak agar di
kemudian hari tidak terjadi perselisihan perseragetdiantara orang tua angkat
dengan anak angkat KHI sebagai hukum positif, Hemga mampu memberikan
solusi terbaik bagi permasalahan-permasalahana@agan hidup di masyarakat.
Termasuk mengenai permasalahan kedudukan anak tatgieadap harta
warisan. Keberadaan anak angkat yang tidak dialdand hukum Islam,
semestinya dapat dijelaskan lebih lanjut. Kiranyal kersebut merupakan
permasalahan yang harus diselesaikan berikutny@in@m, berkaitan dengan
kedudukan anak angkat terhadap harta warisajugd,dapat diselesaikan secara
adil dan pasti. Hal ini tentunya demi kebaikan hera serta agar segala tindakan
yang dilakukan oleh siapapun dapat dipertangguraf)an secara hukum.
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